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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 268 TAHUN 2023 .

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

3

TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

Peraturan Presiden Nomor 66 tentang Badan Pangan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 162);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahin 2016 Nomor 1330)

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Bima Nomor 112);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
.

10.

Daerah adalah Kota Bima.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bima.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kota Bima yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
fugsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima.

Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan

serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya



itk

12.

13.

(2)

sesuai fungsi organisasi.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan yang
selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang dibentuk pemerintah daerah dalam
memberikan layanan bagi masyarakat dalam mengatasi
masalah ketahanan pangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.



e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum

(1)

(2)

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan

Pangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
pangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan
pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan
tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :



(3)

(1)

a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program,
penyusunan laporan dan evaluasi;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan
negara di lingkungan dinas;

d. pengelolaan urusan ASN; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subbagian Umum

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang
barang milik daerah;

c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang
ketatausahaan;

d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang
rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

e. melaksanakan kegiatan urusan pembinaan aparatur dan
administrasi jabatan fungsional; dans

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Pasal 7
Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan Kkebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
Sekretariat.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta



melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pasal 8

(1) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi

pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

mempunyai fungsi:

a.

koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang
ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga
pangan;

pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah di
bidang pangan;

pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di
tingkat produsen dan konsumen;

penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pasokan dan
harga pangan;

pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga
pangan;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga
pangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan membawahi dan

mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.



(1)

(2)

(2)

3)

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Bagian Keempat

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Pasal 10

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan
pangan dan gizi;

b. pengendalian kerawanan pangan;

c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan
untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak
bencana;

d. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

€. penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang kerawanan pangan dan gizi;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
kerawanan pangan dan gizi;

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
kerawanan pangan dan gizi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, membawahi dan

mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan

kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Bagian Kelima

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

(1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan mempunyai fungsi:

a.

koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
pengembangan dan pemantapan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan,;

promosi pola konsumen pangan;

d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan

penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 14
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit
Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang ketahanan

pangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin

dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan



(4)

)

(6)

(7)

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan unit organisasi
wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka
memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya

masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor

735), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Agusdus 2023

WALIKOTA BIMA,

(A"

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKH

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR #a8



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

|

I

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG KETERSEDIAAN DAN

BIDANG KERAWANAN PANGAN

BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN

STABILISASI PANGAN l‘ DAN GIZI
| |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN J
FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA BIMA,

G

MUHAMMAD LUTFI




